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Abstract: The Implementation of al-Wa'd in Syariah Business. Scholars are in disagreement with one another when
it comes to their views on what Islamic law says about the legal requirements of meeting one’s obligations and how or
whether protracting that obligation should be punished. Hanan bint Muhammad Husen Jistaniyah, says that iltizdm
is the term for obligations that are statements involving will; /uziim is the term for obligations that come from syariah
ruling. Wad, which forms part of a combination of mu Gwadpit (tijéri) contracts, can be mulzimised in two ways. First,
sides agree that contractual document must express explicitly that wad is binding, insofar as that obligation (iz#fiqiyya)
is fulfilled by both sides when, or on the condition that, it is able to be fulfilled. Second, the regulatory side makes
and activates legislature saying that wad, which can be found in the combination of mu dwadhit (tijiri) contracts, is
binding, so both sides are obliged to fulfill gdnsiniyya, when, or on the condition that, it is able to be fulfilled.

Keywords: Contract, Fatwa, Mulzim, Wad.

Abstrak: Implementasi al-Wa'd dalam Bisnis Syariah. Ulama berbeda pendapat tentang hukum memenuhi janji:
dianjurkan (sunah/wajib diniyya) dan wajib secara hukum (gadhd’iyya). Menurut Hanan binti Muhammad Husen
Jistaniyah, iltizdm adalah term kewajiban yang lahir karena pernyataan kehendak yang bersangkutan, sedangkan
luziim adalah term kewajiban yang lahir karena ketetapan syariah. Wz@ yang merupakan bagian dari rangkaian akad
mu dwadhar (tijari) dapat di-mulzim-kan dengan dua cara. Pertama, pihak-pihak sepakat dan dinyatakan secara
eksplisit dalam dokumen kontrak (akta) bahwa wad yang dilakukan bersifat mengikat sehingga wajib dipenuhi oleh
pihak-pihak (wajib izifiqiyya) apabila sebab atau syaratnya telah terpenuhi; atau kedua, pihak regulator membuat
dan memberlakukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa wad yang terdapat dalam rangkaian akad
mu dwadhdt dinyatakan sebagai wa'd yang bersifac mengikat sehingga para pihak diwajibkan untuk memenuhinya
(wajib gdndniyya), apabila sebab atau syaratnya telah terpenuhi.

Kata Kunci: Akad, Fatwa, Mulzim, Wad.

Pendahuluan

Berkembangnya kegiatan bisnis berdasarkan nilai
dan sistem syariah, terutama di lembaga keuangan
syariah (LKS), mendorong pihak-pihak yang terkait
melakukan kajian untuk menggali dan mendalami nilai-
nilai Islam dan mekanisme bisnis yang mendukung
lajunya perkembangan bisnis dengan tetap patuh dan
taat pada syariah, di antaranya adalah topik tentang wa @
(janji). Topik wa d menjadi penting mengingat sejumlah
produk di LKS tidak saja menggunakan akad-akad
syari melainkan juga—dan seringkali—memerlukan
wad. Sebagai contoh, dalam konstruksi perjanjian
pembiayaan yang menggunakan akad muribapah dan

Received: 23rd January 2012, Revised: 16th May 2012, Accepted:
30th May 2012.

ijarah al-muntabiyah bi al-tamlik (IMBT) terdapat
unsur wad. Akad Sharf bentuk forward agreement pun
menggunakan wad agar memenuhi prinsip syariah.
Demikian juga produk pembiayaan Musyirakah
Mutandqishah memerlukan adanya wad. Artikel ini
ditulis untuk mengkaji dan menjelaskan mengenai
hakikat wad atau janji serta hubungannya dengan
al-ahd dan al-aqd, serta hukum menunaikan janji,
apakah termasuk wajib atau tidak. Serta dalil (atau
argumen nalar) yang digunakan ulama dalam rangka
menetapkan hukum memenuhi janji.

Konsep Wa‘d

Ulama telah menjelaskan arti wad baik secara
bahasa (pengertian etimologi) maupun secara istilah.
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Terminologi wad bukan hanya dikenal dalam ilmu
fikih, tapi dalam ilmu kalam (baca: ilmu tauhid) juga
diperkenalkan konsep wad yang disandingkan dengan
kata wa'id (al-wa'd wa al-wa‘id) yang berarti janji dan
ancaman dari Allah." Arti wa dsecarabahasadiantaranya
adalah badda yang berarti ancaman (al-wa'id), dan
takhawwafa (menakut-nakuti). Dari segi cakupannya,
al-wa'd mencakup perbuatan baik dan buruk meskipun
pada umumnya janji digunakan untuk melakukan
perbuatan baik. Dalam literatur fikih, digunakan dua
kata yang sebenarnya satu akar, yaitu al-wad dan al-
idab.

Arti wa d secara istilah dijelaskan oleh ulama dengan
penjelasan yang beragam, akan tetapi, unsurnya relatif
sama, yaitu: (1) pernyataan dari pihak/ seseorang (subyek
hukum) untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu; dan (2)
perbuatan tersebut dilakukan di masa yang akan datang
(istigbdl). Dari segi norma, perbuatan yang dijanjikan
termasuk perbuatan baik. Dengan demikian, wad
secara istilah berarti pernyataan kehendak dari pihak/
seseorang/subyek hukum tertentu untuk melakukan
sesuatu yang baik (atau atau tidak melakukan perbuatan
buruk) di masa yang akan datang.

Hubungan al-Wa‘d dengan al-‘Ahd dan Akad

Dalam khazanah fikih terdapat tiga kata yang saling
berhubungan dengan al-wad, yaitu: al-wa'd, al-ahd,
dan a/-'aqd. Kata al- ahd beberapa kali disebutkan dalam
Alquran (Q.s. al-Baqarah [2]: 177, Q.s. al-Ra‘d [13]:
20, dan Q.s. al-Nahl [16]: 91). Para ahli tafsir (mufassir)
dan pakar fikih menjelaskan bahwa arti a/-ahd secara
istilah mencakup seluruh keharusan bagi manusia yang
dibebankan oleh Allah, baik yang berkenaan dengan
hak-hak Allah maupun yang berkenaan dengan hak-
hak hamba.? Sedangkan janji adalah seluruh kewajiban
manusia yang dibebankan oleh Allah yang berkenaan
dengan hak-hak hamba semata. Dengan demikian, a/-
wa d merupakan bagian dari a/-ahd.

Akad (al-aqd) secara bahasa antara lain berarti
rabth (mengikat), seperti kata-kata rabth al-habl
(menyimpulkan atau mengikatkan tali), mengokohkan/
merativisasi (a/-tabakkum), dan persetujuan. Sedangkan
arti akad secara istilah dijekaskan ulama dalam arti
umum dan dalam arti khusus. Akad dalam arti umum
dijelaskan menjadi dua bentuk. Pertama, pernyataan

! Al-Qadhi ‘Abd al-Jabbar ibn Ahmad, Syarh al-Ushiil al-Khamsah,
(al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1965), h. 134-137. Dalam kitab
ini dijelaskan bahwa ajaran tentang keadilan Tuhan diindikasikan
dengan ajaran tentang al-manzilah bayn al-manzilatayn, al-amr bi al-
ma‘riif na al-nahy ‘an al-munkar, dan al-wa'd wa al-wa‘id.

* Mahmd Fahd Ahmad al-Amuri, al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh
al-Tamwil al-Masharifi al-Islimi, (Yordan: Kulliyyah al-Syari’ah wa
Dirasah al-Islamiyyah al-Jimi’ah Yordan, 2004), h. 9-10.

pihak/seseorang untuk melakukan perbuatan hukum
tertentu yang bersifat sepihak seperti pernyataan wakaf
dariwakif. Kedua, pernyataan dua pihak ataulebih untuk
melakukan perbuatan hukum tertentu yang merupakan
kehendak  (itimd‘  al-irddatayn).
Sedangkan akad dalam arti khusus adalah pertemuan/
pertalian/ pertautan antara antara pernyataan kehendak

pertemuan dua

dari satu pihak (746) dengan pernyataan penerimaan/
persetujuan dari pihak lain (gabil) yang berpengaruh
terthadap obyek akad (ma ‘gid ‘alayh).?

Akad pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua
domain. Pertama, akad yang termasuk domain ibadah
(ghayr mahdhah). Dalam hal ini sepadan dengan akad
ghayr mudwadpat, yaitu akad yang dilakukan oleh
pihak tertentu dengan tujuan menolong/membantu
pihak lain serta mengharap pahala dari Allah. Akad
seperti ini bersifat sosial. Kedua, akad yang termasuk
akad mu dwadhat, yaitu akad yang dilakukan oleh pihak
tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan (baca:
tijdri/bisnis). Masing-masing akad tersebut dilihat dari
segi perpindahan kepemilikan ma'gid ‘alayh dapat
dibedakan menjadi dua: (1) akad yang kepemilikan
magiid ‘alayh berpindah (intigal al-milkiyyah), seperti
hibah dalam akad ghayr muawadhir dan akad ijarah
dalam akad mu dwadhit; dan (2) akad yang kepemilikan
magid ‘alayh-nya tidak berpindah (ghayr intiqil al-
milkiyyah), seperti al-qardh dalam akad bisnis dan akad
al-ariyah dalam akad ghayr mu'dwadhit.

Dari  penjelasan

bahwa
pernyataan kehendak secara sepihak yang dianggap

tersebut  tergambar
termasuk domain akad pada umumnya adalah akad
tabarry’ (akad ghayr mu dwadhar), di antaranya adalah:
wakaf, wasiat, sedekah, nafkah, dan zakat. Penjelasan
ini menunjukkan bahwa akad pada prinsipnya adalah
ijtimd’ al-irddatayn (sepakat para pihak) akan tetapi
terdapat pengecualian (a/-mustatsnd), yaitu akad tabarry’
(termasuk akad meskipun tidak terjadi kesepakatan
para pihak). Wahbah al-Zuhayli menginformasikan
bahwa di antara pernyataan kehendak secara sepihak
yang bersifat mulzim (mengikat) adalah ju'2lah, wakaf,

3 Al-Syaykh ‘Ala’ al-Din al-Za'tari, Figh al-Mu 4dmalit al-Mailiyah
al-Muqdran: Shiyighah Jadidah wa Amitsilah Mu dshirah, (Damaskus:
Dar al-Ashma’, 2008), h. 7-9; dan “Isa ‘Abduh, a/- ‘Uqiid al-Syariyyah
al-Hékimah li al-Mudmalit al-Maliyah al-Mu dshirab, (al-Qahirah:
Dar al-I'tisham, 1977), h. 19.

* Akad dirincikan dengan ragam pendekatan. Pertama, ulama
membedakan akad menjadi akad /lizim dan ghayr lizim. Kedua,
ulama membedakan akad menjadi akad shahih, akad bathil, dan akad
Jasid. Ketiga, akad dibedakan menjadi akad nafidz dan akad maugif;
dan keempat, ulama membedakan akad menjadi akad munjiz, akad
mu allag, dan akad yang disandarkan dengan waktu yang akan datang
(mudhéf ila al-mustagbal). Lihat antara lain Rafiq Yanus al-Mishri,
Figh al-Mu dmalit al-Maliyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2007), h.
58-60.



ibra’ (pelepasan hak),” wasiat, a/~yamin (sumpah), dan
al-kafilah (penjaminan).®

Sekadar perbandingan dengan hukum positif di
Indonesia, al-wad sepadan dengan janji atau pernyataan
pihak tentang kesanggupan untuk melakukan atau tidak
melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan akad sepadan
dengan kata perjanjian, yaitu suatu peristiwa di mana
pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain atau di
mana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal.” Atas dasar perjanjian tersebut, pihak yang
satu berhak menuntut pihak yang lain, dan pihak yang
lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Oleh
karena itu, perjanjian termasuk sumber perikatan,
karena perjanjian melahirkan hubungan hukum di
mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain,
dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi
tuntutan itu. Dari segi hukum, perikatan muncul karena
undang-undang atau karena perjanjian, dan kedudukan
perjanjian dari segi hukum adalah undang-undang bagi
pihak-pihak yang membuatnya.?

Perjanjian sepadan dengan akad (al-2gd) atau
(Inggris) karena dalam KUHPerdata
dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian
diperlukan empat syarat: (1)
mengikat dirinya; (2) kecakapan untuk membuat

transaction
sepakat mereka yang

suatu perjanjian; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu
sebab yang halal.” Dengan demikian, janji (al-wad)
pada prinsipnya merupakan pernyataan kehendak'
secara sepihak untuk melakukan perbuatan atau
tidak melakukan perbuatan tertentu; sedangkan akad
adalah kesepakatan (roesternming)'' para pihak yang

> Pembahasan mengenai pelepasan hak lebih rinci antara lain
dapat dilihat dalam Shayil Ahmad Hasan al-Haj Yanus, Nazhariyyit
al-Ibra’ wa al-Isqith fi al-Figh al-Isldmi, (Nablus: Jami‘ah al-Najih
al-Wathaniyyah, 2000).

¢ Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islimi wa Adillatubh, (Damaskus:
Dar al-Fikr, 2006), Vol. IV, h. 2922-2924.

7 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 2004),
h. 1.

8 KUHPerdata pasal 1338 ayat (1).

? KUHPerdata pasal 1320 ayat (1).

1 Dalam ilmu hukum dijelaskan mengenai skema pernyataan
kehendak. Pernyataan kehendak dapat dilakukan dengan dua cara,
yakni secara tegas dan diam-diam. Pernyataan kehendak secara tegas
dapat dilakukan secara tertulis, lisan, dan tanda/isyarat. Pernyataan
kehendak secara tegas dan tertulis dapat dilakukan dengan akta di
bawah tangan dan akta autentik. Lihat Handri Raharjo, Hukum
Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h. 48.

""" Dalam ilmu hukum dijelaskan mengenai empat teori
kesepakatan. Pertama, teori pernyataan. Yakni teori yang mengajarkan
bahwa sepakat terjadi saat kehendak pihak yang menerima tawaran
menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Kedua, teori
pengiriman. Yakni teori yang mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada
saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima
tawaran. Ketiga, teori pengetahun. Yaitu teori yang mengajarkan
bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa
tawarannya diterima, walaupun penerimaan itu belum diterimanya
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berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau
tidak melakukan perbuatan tertentu (746/offerte) dan
disetujui oleh pihak lainnya (gabiill acceprasi).'*

Dalamhukumpositifdanfikihdidiskusikanmengenai
kesepakatan yang substansi pernyataannya tidak sesuai
dengan kehendak pelakunya. Guna menjelaskan hal
tersebut, dalam hukum perdata dikenal tiga teori: (1)
teori kehendak, yakni teori yang mengajarkan bahwa
terjadinya kesepakatan atau tidak bergantung pada
kehendak para pihak; (2) teori pernyataan, yaitu teori
yang mengajarkan bahwa terjadinya kesepkatan atau
belum bergantung pada pernyataan para pihak. Apabila
terjadi perbedaan antara kehendak dengan pernyataan,
maka perjanjian tetap terjadi sesuai dengan pernyataan;
dan (3) teori kepercayaan; teori ini mengajarkan bahwa
terjadinya kesepakatan atau tidak bergantung pada
kepercayaan/amanah, yaitu terjadinya kesepakatan
atau tidak bergantung pada pihak yang menyatakan
kehendak, apakah pihak-pihak tersebut dapat dipercaya
atau tidak."

Ikhtilaf Ulama tentang Hukum Menunaikan al-
Wa‘d

Janji (al-wad) di-ikhtilaf-kan oleh ulama mengenai
hukum menunaikan atau memenuhinya. Sedangkan
ulama sepakat bahwa hukum menunaikan/memenuhi
akad adalah wajib baik secara agama (diyinah) maupun
secara hukum positif (qadhd’iya). Pendapat ulama secara
umum mengenai hukum menunaikan janji dibedakan
menjadi dua, yakni ulama yang berpendapat bahwa
hukum menunaikan janji adalah sunah dan ulama yang
berpendapat bahwa hukum menunaikan janji adalah
wajib. Mahmad Fahd Ahmad al-Amiri menjelaskan
lebih lanjut dengan merinci pendapat ulama mengenai
wajibnya menunaikan janji adalah wajib, yakni
wajibnya menunaikan janji secara mutlak dan wajibnya
menunaikan janji yang bersifat mu allag dengan sebab/
syarat tertentu.'*

dan belum diketahui secara langsung. Keempat, teori penerimaan.
Yaitu teori yang mengajarkan bahwa sepakat terjadi pada saat pihak
yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.
Lihat Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2009), h. 47-48.

12 Handri Rahatjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2009), h. 47.

'3 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda
dan Hukum Perikatan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), h. 93-94.

" Mahmd Fahd Ahmad al-Amuri, al-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh
al-Tamwil al-Masharifi al-Isldmi, (Yordan: Kulliyyah Syari’ah wa
Dirasah al-Islamiyyah Universitas Yordan, 2004), h. 13. Sedangkan
al-Syeikh Ahmad Ibn Muhammad al-Razin menjelaskan ikhrilif
ulama mengenai wajibnya memenuhi janji secara hukum (gadha’iya)
menjadi empat, yakni: (1) hukum memenuhi janji secara hukum
adalah wajib secara mutlak (pendapat ulama Malikiyyah); (2) hu-
kumnya memenuhi janji adalah tidak wajib secara hukum (jumhur



82 Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juli 2012

Wa‘d Tidak Mulzim’
Dipenubhi

dan Anjuran untuk

Wahbah al-Zuhayli menjelaskan pendapat ulama
Hanafiah (al-Syarkhasi dan Ibn ‘Abidin), Malikiyyah
(Syeikh IlyAs), Syafi'iyyah (Imam al-Nawawi dan
Ibn Allan), Hanabilah (Imam al-Bahuti), dan al-
Zhahiriyyah (Ibn Hazm) yang menyatakan bahwa
hukum menunaikan janji tidaklah wajib dari segi
hukum positif (gadhiiya). Hukum menunaikan janji
adalah dianjurkan/mandiib (baca: sunah) dan termasuk
dari pada akhlak mulia (makdrim al-akhliq). Pihak
yang berjanji kepada pihak lain untuk membeli sesuatu,
gardh, atau menghibahkan sesuatu tidak dapat dipaksa
secara hukum (gadhd) untuk memenuhi janjinya,
tetapi yang bersangkutan dianjurkan oleh agama untuk
memenuhi janjinya. Alasannya adalah Q.s. al-Shaff
[61]: 2-3, yakni bahwa termasuk dosa besar bagi orang
yang mengatakan sesuatu kepada pihak lain tapi yang
bersangkutan tidak melaksanakannya. Demikian pula
dalam Hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam
Muslim dari Abti Hurayrah tentang ciri-ciri munafik,
yang antara lain adalah pihak yang ingkar janji.'®

Mahmid Fahd Ahmad al-Amuri merinci pendapat
ulama yang berpendapat bahwa hukum memenubhi janji
adalah sunah (bukan wajib) sebagai berikut:'” Pertama,
imam al-Sarkhasi (ulama Hanafiyyah) menjelaskan
bahwa janji yang tidak 7 @/lag dengan syarat atau sebab
tidak bersifat mulzim (mengikat). Hukum memenuhi
janji yang bersifat mutlak adalah mandiib/sunah (baca:
dianjurkan).

Kedua, Ibn ‘Abidin (ulama Hanafiyyah) menjelaskan

ulama Malikiyyah, Syafi‘iyyah, Hanabilah, dan Zhahiriyyah); (3)
hukum memenubhi janji yang dihubungkan dengan syarat adalah wajib
secara hukum apabila syarat tersebut telah wujud/terpenuhi (ulama
Hanafiyyah); dan (4) hukum memenuhi janji yang dihubungkan
dengan sebab adalah wajib secara hukum apabila sebab tersebut
telah wujud/terjadi (ulama Malikiyyah). Lihat al-Syeikh Ahmad Ibn
Muhammad al-Razin, Hukm al-llzim al-Wafa’ bi al-Wa'd, (t.t: t.pn,
t.th), h. 3-4.

5 Dalam literatur fikih dikenalkan juga istilah lain yang
berhubungan dengan istilah mulzim, yaitu iltizim dan luziim.
Pertama, #ltizdm (baca: akad iltizdm) dipahami sebagai kewajiban
yang lahir karena pernyataan kehendak yang bersangkutan (sejalan
dengan asas kebebasan berkontrak). Kedua, /uziim diartikan sebagai
kewajiban yang lahir karena ketetapan syariah yang tidak dapat
ditolak/dibatalkan oleh subyek hukum tertentu. Sedangkan yang
istilah akad ghayr lizim diartikan sebagai akad yang di dalamnya
terkandung hak untuk membatalkan akad secara sepihak seperti
hibah orang tua terhadap anaknya. Lihat Hanan binti Muhamamd
Husayn Jistaniyah, Agsam al-Uqiid fi al-Figh al-Islimi, (Saudi Arabia.
Jami‘ah Umm al-Qurra, 1998), vol. I, h. 247.

16 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islimi wa Adillatuh, (Damaskus:
Dar al-Fikr, 2006), Vol. IV, h. 2928; dan Muhammad Ahmad al-
Sarkhasi, al-Mabsiith, (Bayrit: Dar al-Ma'rifah, 1986), Vol. II, h.
129.

7 Mahmad Fahd Ahmad al-Amuri, a/-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh
al-Tamwil al-Mashérifi al-Islimi, h. 29-31.

bahwa janji berifat tidak mu/zim sehingga secara hukum
tidak mengikat, akan tetapi, menepati janji termasuk
perbuatan yang terbaik (/4 yalzim al-wafa’ bi al-wa'd
syar'a wa in waffi bihd wa na amat).

Ketiga, Syekh ‘IlyAs dan Ibn Rusyd (ulama
Malikiyyah) berpendapat bahwa janji bersifat tidak
mulzim dan di kalangan ulama (Malikiyyah) tidak ada
ikhtildftentang dianjurkannya (bukan wajib) memenuhi
janiji.

Keempat, Imam al-Nawawi (ulama Syafi‘iyyah)
menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang
sifat janji dan hukum memenuhinya. Imam Abt
Hanifah dan Imam al-Syafi? (serta jumhur ulama)
berpendapat bahwa janji bersifat tidak mulzim. Hukum
menunaikannya adalah dianjurkan (mustabab). Hukum
menyalahi janji adalah makrih (makrith tanzih) dan
pengingkar janji tidak berdosa. Sedangkan ulama
lainnya berpendapat bahwa hukum memenuhi janji
adalah wajib. Dengan demikian, janji bersifat mulzim.

Kelima, Ibn ‘Allan (ulama Syafi'iyyah) secara tegas
mengatakan bahwa mazhabnya ditetapkan (baca:
disepakati) bahwa hukum memenuhi janji adalah sunah
(mandiib), bukan wajib (ana al-wafa’ bi al-wa'd mandib
la wajib).

Keenam, Ibn Hajar (ulama Syafi'iyyah) dengan
mengutif pendapat al-Muhallab berpendapat bahwa
hukum memenuhi janji adalah diperintahkan (mamiir)
dan dianjurkan (mandib), bukan wajib (lays bi fardh).

Ketujuh, Imam al-Buhuti (ulama Hanabilah)
berpendapat bahwa janji berifat tidak mulzim dan
hukum menunaikannya tidak wajib sebagaimana
dijelaskan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang
mempersamakan hukum janji dengan hukum hibah
sebelum gabdh.

Kedelapan, Imam Ibn Hazm (ulama Zhahiriyyah)
berpenadapat bahwa hukum ingkar janji adalah makrih.
Dan memenubhi janji termasuk perbuatan yang utama
(wa kéina al-afdhal law wafi bih) baik syarat atau sebab
yang berkaitan dengan janji tersebut telah terpenuhi
atau belum.

Wa‘d Bersifat Mulzim dan Wajib Dipenubhi

Di antara ulama yang berpendapat bahwa hukum
memenuhi janji termasuk wajib secara mutlak adalah
Sa’id ibn ‘Umar (Ibn al-Usyu‘), Ibn Syubrumah, Ibn
al-Syath al-Maliki, Ibn al-‘Arabi, Ishiq ibn Rahawayh,
al-Ghazali, dan al-Jashash. Pendapat mereka dirinci
oleh Mahmd Fahd Ahmad al-Amuri sebagai berikut.'®
Pertama, S2id ibn ‘Umar sebagai diriwayatkan oleh
Imam al-Bukhari dalam kitabnya, Shabibh al-Bukhairi,

'8 Mahmtd Fahd Ahmad al-Amuri, a/-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh
al-Tamwil al-Mashéirifi al-Islimi, h. 13-15.



berpendpat bahwa hukum memenuhi janji adalah
wajib. Dijelaskan pula bahwa pendapat tersebut selaras
dengan pendapat Samrah ibn Jundub.

Kedua, Ibn Syubrumah berpendapat bahwa semua
janji bersifat mengikat sehingga harus dipenuhi oleh
pihak yang berjanji dan ia pun dapat dipaksa untuk
menunaikannya (a/-wa d kulluh lizim wa yuqdhi bih ala
al-wd‘id wa yujbar). Diinformasikan bahwa pendapat
tersebut merupakan pendapat ulama Malikiyyah
sebagaimana dinukil oleh Ibn Rusyd dalam kitab a/-
Bayin wa al-Tabshil, dengan menjelaskan bahwa setiap
janji bersifat mengikat dalam setiap keadaan (innaha
[al-wad] tulzim ala kulli bil).

Ketiga, Ibn al-Syath al-Maliki (Qasim ibn ‘Abd
Allah) menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat
tentang hukum memenubhi janji. Pendapat yang sahih
menurutnya (Ibn al-Syath al-Maliki) adalah pendapat
yang menyatakan bahwa janji bersifat mengikat sechingga
hukum memenuhinya adalah wajib secara mutlak.

Keempat, Muhammad ‘Abd Alldh ibn al-‘Arabi
berpendapat bahwa pendapat yang sahih menurutnya
adalah pendapat yang menyatakan bahwa setiap janji
wajib dipenuhi dalam setiap keadaan kecuali adanya
uzur.

Kelima, Imam Ishaq ibn Rahawayh dalam kitab a/-
Fath sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Bukhart
yang menyatakan bahwa ia melihat Ishiq ibn Ibrahim
ber-hujjah dengan Hadis riwayat S2id ibn ‘Umar
(Ibn al-Usyu‘). Ibn Hajar menjelaskan bahwa yang
dimaksud adalah bahwa Ishiq ibn Ibrihim ber-fujjah
dan menguatkan pendapat tentang wajibnya memenuhi
janiji.

Keenam, Imam Muhammad al-Ghazali dalam kitab
Ihy& ‘Ulim al-Din menjelaskan bahwa janji wajib
dipenuhi kecuali ada uzur. Maksud pendapat al-Ghazali
seperti dijelaskan Muhammad Ahmad al-Islambuli,
adalah bahwa setiap janji yang disertai dengan sumpah
atau saksi atau yang lainnya, wajib hukumnya untuk
dipenuhi.

Ketujuh, Imam Abt Bakr al-Rézi al-Jashash ketika
menafsirkan Q.s. al-Shaff [61]: 2, menjelaskan bahwa
setiap janji wajib dipenuhi. Apabila janji tidak dipenuhi,
maka yang bersangkutan termasuk mengatakan sesuatu
tapi tidak melaksanakannya. Berkata tanpa beramal
termasuk perbuatan tercela yang dilarang Allah.

Di antara adillah dan argumen yang menyatakan
bahwa hukum memenubhi janji itu wajib secara hukum
(qadhd’iyan) adalah sebagai berikut: Pertama, Q.s. al-
Shaff [61]: 2-3. Ayat ini dipahami oleh ulama dengan
pelbagai penjelasan: (a) Ibn Katsir berpendapat bahwa
Q.s. al-Shaff [61]: 2 merupakan dasar diwajibkannya
memenuhi janji secara hukum; (b) Imam Ab{ Bakr al-
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Rézi al-Jashish juga berpendapat bahwa Q.s. al-Shaff
[61]: 2-3 merupakan dasar diwajibkannya memenuhi
setiap janji; (c) Imam al-Qurifi menjelaskan bahwa orang
yang ingkar janji berarti telah berbohong dan hukum
berbohong adalah haram. Maka tidak menunaikan janji
juga haram hukumnya serta ingkar janji berarti ingkar
terhadap Q.s. al-Shaff [61]: 2-3. Mahm(id Fahd Ahmad
al-Amuri menjelaskan ‘#/lah hukum diwajibkannya
memenuhi janji adalah terjaganya atau terhindarnya
diri seseorang dari perbuatan bohong yang diharamkan
oleh Allah Swt. dan Rasul Saw."

Kedua, Hadis Nabi Saw. tentang ciri-ciri munafik.
Rasul Saw. menjelaskan empat ciri munafik, yakni:
berdusta, ingkar janji, bersumpah palsu, dan berkhianat.
Imam Hasan al-Bashri menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan munafik dalam perbuatan adalah
riya. Sedangkan al-Qurafi menjelaskan bahwa ingkar
janji termasuk munafik. Munafik adalah haram, oleh
karena itu hukum ingkar janji adalah haram. Dengan
demikian, hukum menunaikan janji adalah wajib.

Ketiga, Hadis riwayat ‘Ali ibn Abi Thalib dan
Ibn Mas'id Ra. yang menyatakan bahwa Rasul Saw.
bersabda, “Janji adalah utang.” Dalam Hadis tersebut
janji dianggap sama dengan utang, dan utang wajib
dibayar. Karena utang wajib dibayar, maka janji juga
wajib dipenuhi.?®

Mahmtd  Fahd  Ahmad  al-Amurl  juga
menginformasikan mengenai kritik terhadap adillah
yang digunakan oleh ulama yang menetapkan wajibnya
hukum memenuhi janji. Pertama, Q.s. al-Shaff [61]:
2-3 seperti dijelaskan oleh Imam Qatiddah dan Imam
Dhahak, merupakan ayat yang menjelaskan tentang
jihad bagi suatu kaum (tidak disebut nama kaumnya).
Di antara mereka ada yang mengajak berjihad tapi
ia sendiri tidak melakukannya. Oleh karena itu, ayat
tersebut hanya berlaku bagi kaum tersebut. Sedangkan
Ibn Hazm berpendapat bahwa Q.s. al-Shaff [61]: 2-3
berkaitan dengan hal-hal yang diwajibkan seperti
berjanji untuk menunaikan kewajiban (baca: bukan
hanya jihad dalam artian berperang). Pendapat Ibn
Hazm sesuai dengan kaidah usul fikih, “al-brah bi
umim al-lafzh la bi khushiish al-sabab.” Oleh karena
itu, yang harus dijadikan patokan hukum (a/-7brah)
adalah keumuman lafaz.*!

Kedua, ulama menolak Hadis tentang munafik
dihubungkan dengan hukum memenubhi janji. Mereka
berpendapat bahwa yang dimaksud dalam Hadis

' Mahmd Fahd Ahmad al-Amuri, a/-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh
al-Tamwil al-Mashéirifi al-Islimi, h. 16.

» Mahmad Fahd Ahmad al-Amuti, a/-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh
al-Tamwil al-Mashéirifi al-Islimi, h. 16.

2! ‘Abd al-Wahhab Khalaf, 7/m Ushil al-Figh, (al-Qahirah: Dar
al-Qalam, 1987), h. 123.



84 Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juli 2012

tersebut adalah munatik khdlish, yaitu pernyataan dan
sikap yang memperlihatkan diri memeluk agama Islam
serta menyembunyikan kekufuran (izhhir al-Islim wa
ikhfi’ al-kufr) sehingga mereka akan ditempatkan di
kerak neraka. Oleh karena itu, Jumhur ulama menilai
bahwa Hadis ini tidak berhubungan dengan hukum
wajibnya memenuhi janji.”

Ketiga, Hadis yang menyatakan bahwa janji adalah
utang (al-‘idah dayn) yang diriwayatkan dari ‘Ali ibn
Abi Thalib dan Ibn Masd termasuk Hadis dha'if
yang tidak dapat dijadikan Aujjah. Adapun Hadis
yang diriwayatkan dari Abti Hurayrah yang di antara
rawinya terdapat Ibn Syihab. Ibn Syih4b masih di
bawah umur ketika Abti Hurayrah wafat sehingga tidak
mendengarnya langsung dari AbG Hurayrah. Oleh
karena itu, Ibn Hazm menjelaskan bahwa Hadis tersebut
tertolak sehingga tidak dapat dijadikan bujjah.

Hukum Memenuhi al-Wa“d al-Mu‘allaq

‘Abd al-Sattar Abi Ghadah menjelaskan mengenai
talig dan menjelaskan perbedaan antara konsep a7ig
dengan konsep mudhdf. Mudhif secara bahasa sepadan
dengan kata isndd yang berarti waktu efektivitasnya
akad tidak berbarengan dengan waktu akad dilakukan.
Pada umumnya waktu akad bersamaan dengan waktu
efektifnya akad. Akad mudhif berarti akad yang
efektifnya berlaku di masa mendatang yang ditentukan.
Sedangkan muallag berarti menghubungkan akad
dengan sebab atau syarat tertentu (al-istimsik bi al-
syay).* Ta lig terdapat pada bagian dalam (internal) akad,
sedangkan syarat berada pada bagian luar (eksternal)
akad.” Syarat dibedakan menjadi dua: syarat syar?
(syarat yang berkaitan dengan subyek dan obyek akad)
dan syarat ja /i (syarat yang berkenaan dengan bentuk
pernyataan akad). Syarat ja 7 dibedakan menjadi tiga,
yakni: syarat taqyidiyah (muqayyad), syarat idhéfiyah,
dan syarat ta ligiyah.*

Mahmtd Fahd Ahmad al-Amuri membedakan a/-
wa d al-mu allaqg menjadi dua, yakni: al-wad al-mu allag
bi al-syarth (janji bersyarat) dan al-wa'd muritibatha bi
sabab (janji bersebab).” Dalam menjelaskan hukum

22 Mahmtd Fahd Ahmad al-Amuri, a/~-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh
al-Tamwil al-Mashéirifi al-Islémi, h. 20.

» Mahmtd Fahd Ahmad al-Amuri, a/~-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh
al-Tamwil al-Mashéirifi al-Islémi, h. 22.

* Al-Tyasyi Fidad, al-1a'liq fi al- Uqiid ma‘a al-Isydrah ila ba'dh
al-Tathbigit al-Mu dshirah, (Jiddah: al-Ma‘had al-Islami li al-Buhts
wa al-Tadrib al-Bunk al-Islami li al-Tanmiyyah, t.th), h. 7.

» ‘Abd al-Satar Abt Ghadah, a/-Ta liq fi al- Uqiid al-Mu Gwadhat,
(t.t: t.pn, t.th), h. 3-4.

¢ Al-‘lyasyi Fidad, al-1a'liq fi al-‘Ugiid ma'a al-Isydrah ila ba'dh
al-Tathbiqat al-Mu dshirah, h. 4-6.

7 Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa sebab dan syarat yang
dihubungkan dengan akad harus sebab dan syarat yang sesuai atau

wajibnya memenubhi janji yang bersyarat atau bersebab,
al-Amuri menjelaskan pendapat Hanafiyyah (Ibn
Nujaym) dan Malikiyyah (Ibn Rusyd).

Pertama, Zayn al-Abidin Ibrihim ibn Nujaym
menjelaskan bahwa janji tidak bersifat mengikat
(mulzim) kecuali janji bersyarat (wa ld yalzim al-
wadu illa idzd kina muallaga). Ulama Hanafiyyah
menetapkan bahwa hukum memenuhi janji bersyarat
wajib hukumnya apabila syarat-syaratnya terpenuhi
karena janji tersebut bersifat mengikat (anna al-mawai ‘id
bi shiirah al-taalliq takin lizimah).*® Diinformasikan
oleh al-Amuri, Ibn Rusyd berpendapat bahwa janji
bersyarat bersifat mengikat secara hukum (gadhi’iya).
Negara dapat memaksa pihak yang berjanji untuk
memenuhi janji bersyarat apabila syarat-syaratnya
telah terpenuhi apabila yang bersangkutan tidak
melaksanakan janji secara sukarela.”

Kedua, Muhammad Ahmad Ibn Rusyd berpendapat
bahwa memenuhi janji bersyarat hukukmnya wajib.
Negara dapat memaksa pihak yang tidak memenuhinya
secara sukarela.

Al-Amuri menegaskan bahwa ulama Hanafiyah
dan Malikiyah berpendapat bahwa hukum memenuhi
janji bersyarat adalah wajib, karena dalam janji tersebut
dari segi bentuk (form) telah memenuhi syarat iltizdm
(kesepakatan).*

Dalam menjelaskan hukum wajibnya memenuhi
janji yang bersebab, al-Amuri menjelaskan pendapat
ulama Malikiyyah (Imam Malik, Imam Sahndn, dan
Imam al-Lakhmi dan Ibn Qasim). Pertama, Imam
Malik dalam kitab a/-Mudiwanah menjelaskan bahwa
hukum memenubhi janji bersyarat adalah wajib apabila
syarat-syarat yang ditetapkan telah terpenuhi. Alasannya
adalah pencegahan akan timbulnya kemudharatan (daf*
al-dbharar) 3!

Kedua, Imam Sahn(in menjelaskan pendapat imam
al-Qurafi yang berpendapat bahwa hukum memenuhi
janji munfarid (janji yang tidak mu‘allag dengan syarat
atau sebab) adalah sunah (tidak wajib). Akan tetapi,
hukum memenuhi janji bersyarat atau bersebab adalah
wajib dan bersifat mengikat.

sejalan dengan syariah. Oleh karena itu akad yang mu‘allag dengan
sebab atau syarat yang menyalahi syariah adalah batal. Lihat Syaikh al-
Islim Ibn Taymiyyah, al-‘Ugid, (al-Qéhirah: Maktabah al-Mawrid,
1423 H), h. 64-99.

 Mahmad Fahd Ahmad al-Amuri, a/-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh
al-Tamwil al-Mashdirifi al-Islimi, h. 20.

? Mahmad Fahd Ahmad al-Amuri, a/-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh
al-Tamwil al-Mashéirifi al-Islimi, h. 22.

3% Mahmad Fahd Ahmad al-Amuti, a/-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh
al-Tamwil al-Mashéirifi al-Islami, h. 23.

31 Malik ibn Anas, al-Mudiwanah al-Kubrd, (Bayrtt: Dar al-Fikr,
t.th), Vol. III, h. 246; Mahmid Fahd Ahmad al-Amuri, 2/-Wad al-
Mulzim fi Shiyagh al-Tamwil al-Masharifi al-Islami, h. 24.



Ketiga, Imam al-Lakhmi dan Ibn Q4sim berpendapat
bahwa hukum memenubhi janji bersyarat atau bersebab
adalah wajib apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi.

Argumen ulama yang berpendapat bahwa wajibnya
memenuhi janji bersyarat dan janji bersebab dan
Negara dapat memaksanaya apabila yang bersangkutan
tidak memenuhi janjinya secara sukarela adalah
sebagai berikut: Pertama, daf" al-gharar. Gharar adalah
ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai
kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai
penyerahannya. dalam hal ini pemenuhan janji,
yang hal paling utama yang harus dihindari adalah
ketidakpastian. Imam Malik dan ulama Hanafyyah
menjelaskan bahwa janji mu'alag dengan syarat/sebab
bersifat mulzim (baca: mengikat) untuk menghindari
gharar (ketidakpastian).®?

Kedua, daf" al-dharar. Dharar adalah tindakan yang
dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
Kaidah dalam kehidupan beragama adalah /2 dbarar wa
la dhirar (tidak boleh membahayakan/merugikan pihak
lain dan tidak boleh [pula] membalas bahaya [kerugian
yang ditimbulkan oleh pihak lain] dengan bahaya pula
Oleh karena itu,
perbuatan yang memudharatkan/merugikan harus
dihilangkan (al-dharar yuzal).>

Ketiga,

[perbuatan yang merugikannya]).

burriyah  insyd’  al-syuriith.  Manusia
(baca: subyek hukum) pada prinsipnya bebas dalam
berkehendak (al-ashl anna al-insin bhurr), kecuali
dibatasi oleh Alquran dan Sunah serta peraturan
perundang-undangan. Subyek hukum terikat dengan
janji (pernyataan kehendak) yang telah dibuatnya
(al-muslimiin ald al-syurithihim). Karenanya, ulama
Malikiyyah menjelaskan bahwa subyek hukum memiliki
kebabasan berkehendak dan kemudian terikat dengan

pernyataan kehendak tersebut.?

Wa‘d Mu‘allag dalam Lingkup Bisnis

Akad syariah tentang bisnis kontemporer pada
umumnya tidak berdiri sendiri. Akad terkadang
merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan

3 Pembahasan mengenai gharar dalam akad antara lain dapat
dilihat dalam Yésin Ahmad Ibrahim Daradkah, Nazhariyit al-Gharar
fi al-Syariah al-Islimiyyah: Dirdsah Muqdranah, (al-Qahirah: Jami‘ah
al-Azhar, 1973); al-Shadiq Muhammad al-Amin al-Dharir, a/-Gharar
wa Atsirub fi al--Ugid fi al-Figh al-Ilimi, (Khurthum: Jami‘ah
Khurthum, 1990); al-Shadiq Muhammad al-Amin al-Dharir, /-
Gharar fi al-Uqiid wa Atsarubu fi al-Tatbiqath al-Mu Gshirah, (Saudi
Arabia: al-Ma‘had al-Islami li al-Buhuts wa al-Tadrib, 1993).

% Pembahasan mengenai dharar antara lain dapat dilihat dalam
‘Abd al-Wahhab Ibrahim AbG Sulayman, Figh al-Dharirah wa
Tathbiqatubu al-Mu Gshirah: Afiq wa Abéd, (Jiddah: al-Ma‘had al-
Islami li al-Buhuts wa al-Tadrib, 1423 H).

% Mahmid Fahd Ahmad al-Amuri, a/-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh
al-Tamwil al-Mashéirifi al-Islémi, h. 25-26.
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dengan akad-akad lain (a/-uqiid al-murakkabah) atau
akad yang bersifat pararel yang dijembatani dengan
wa'd. Di antara wad muallag dalam lingkup bisnis
adalah: (1) bisnis dengan akad muribahah; (2) bisnis
dengan akad salam dan i#stishnd‘; (3) bisnis dengan
akad ijdrah muntahiyyah bi al-ramlik/IMBT; (4) bisnis
dengan akad musydrakah mutaniqishahl MMQ); dan 5)
Line Facility.

Bisnis dengan Akad Murabahah
Dalam kitab fikih dijelaskan mengenai bay al-

murdbabah, yaitu termasuk jual-beli amanah dan
disandingkan dengan tiga macam jual-beli lainnya,
yakni: (1) bay® al-wadhiah; (2) bay* al-tawliyah, dan
(3) bay® al-isyrék. Namun, dalam kitab Figh al-Sunnah
karya al-Sayyid Sabiq hanya dijelaskan dua macam
jual-beli yang disandingkan dengan bay‘ muribabah,
yaitu bai‘ al-wadhiah dan bai‘ al-tawliyah (tanpa bai’
al-isyrik).»

Janji dalam kaitannya dengan jual-beli muribahah
antara lain dapat dilihat dalam fatwa DSN-MUI
nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: (1) nasabah
mengajukan permohonan dan janji untuk membeli
suatu barang atau aset kepada bank; (2) jika bank
menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang; (3) bank kemudian menawarkan aset tersebut
kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai
dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara
hukum janji tersebut mengikat. kemudian kedua belah
pihak harus membuat kontrak jual beli; (4) dalam
jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan
awal pemesanan; (5) jika nasabah kemudian menolak
membeli barang tersebut, biaya nyata bank harus
dibayar dari uang muka tersebut; (6) jika nilai uang
muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh
bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya
kepada nasabah; dan (7) jika uang muka memakai
kontrak ‘urbiin sebagai alternatif dari uang muka,
maka: (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli
barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; dan (b)
jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik
bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh
bank akibat pembatalan tersebut. Jika uang muka tidak
mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

3 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islimi wa Adillatub, vol. V, h.
3765-3766; al-Sayid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Bayrt: Dar al-Fikr,
1983), Vol. III, h. 149; dan Al-Syaikh ‘Ala’ al-Din al-Za'tari, Figh
al-Muémalér al-Maliyah al-Muqéran: Shiyighah Jadidah wa Amtsilah
Mu dshirah, (Damaskus: Dar al-‘Ashma’, 2008), h. 162-178.
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Bisnis dengan Akad Salam dan Istishna’

Akad Jual-beli yang di dalamnya terkandung unsur
wad adalah salam dan istishna“.Jual beli salam dapat
dilihat dalam fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/
IV/2000. Akad salam adalah jual beli barang dengan
cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu
dengan syarat-syarat tertentu.*

Wa'd terlihat dalam fatwa DSN-MUI N. 05/DSN-
MUI/IV/2000 terutama dalam penjelasan definisi dan
ketentuan mengenai obyek salam, yaitu: (1) harus
jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang; (2)
harus dapat dijelaskan spesifikasinya; (3) penyerahannya
dilakukan kemudian; (4) waktu dan tempat penyerahan
barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
(5) pembeli tidak boleh menjual barang sebelum
menerimanya; dan (6) tidak boleh menukar barang,
kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketentuan mengenai jual-beli istishna® dapat dilihat
dalam fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000.
Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan jual-beli istishna’ adalah akad jual beli dalam
bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan
kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara
pemesan (pembeli, mustashni) dan penjual (pembuat,
shini’). Hubungan akad jual-beli istishna’ dengan wa'd
terlihat dalam ketentuan lain, yaitu: (1) dalam hal
pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan,
hukumnya mengikat; (2) semua ketentuan dalam jual
beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula
pada jual beli istishna’; dan (3) jika salah satu pihak tidak
menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan
di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak

tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Bisnis dengan Akad IMBT

Akad ijarah muntahiyah bi al-tamlit dapat dilihat
dalam fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/I11/2002. Dalam
fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
IMBT adalah perjanjian sewa-menyewa yang disertai
dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang

3 Al-Syaykh ‘Ala’ al-Din al-Za‘tari, Figh al-Mu dmalih al-Maliyah
al-Mugqdran: Shiyighah Jadidah wa Amtsilah Mu dshirah, (Damaskus:
Dir al-‘Ashma’, 2008), h. 258-279. Al-Amuri menjelaskan ikhtilaf
ulama tentang istishna’. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa istishna’
termasuk akad (bukan wad); sedangkan di antara ulama Hanafiah
ada yang berpendapat bahwa istishnd’ termasuk wad (bukan akad).
Prakteknya, jelas al-Amuri, bahwa pada istishna’ diawali dengan wa'd
kemudian akad. Oleh karena itu, Imam al-Kasani berpendapat bahwa
istishna’belum mulzim sebelum pesanan dikerjakan oleh pihak shani‘.
Lihat Mahmid Fahd Ahmad al-Amuri, a/-Wa'd al-Mulzim fi Shiyagh
al-Tamwil al-Mashérif? al-Islami, h. 55-59.

disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.”’
Hubungan antara wa‘d dengan akad IMBT terlihat
pada ketentuan kedua, yaitu: (1) pihak yang melakukan
akad IMBT harus melaksanakan akad [jdrah terlebih
dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan
jual beli atau pemberian (hibah), hanya dapat dilakukan
setelah masa fjdrah selesai; dan (2) janji pemindahan
kepemilikan yang disepakati di awal akad Zjdrah adalah
wad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu
ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan
kepemilikan yang dilakukan setelah masa #jdrah selesai.

Bisnis dengan Line Facility

Ketentuan mengenai Line Facility (al-tashilah) dapat
dilihat dalam fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/I1/2005.
Hubungan wad dengan Line Facility dapat dalam
ketentuan umum dan ketentuan akad. Ketentuan
umum Line Facility adalah: (1) Line Facility adalah
suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam
jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan
prinsip syariah; (2) wa'd adalah kesepakatan atau janji
dari satu pihak (LKS) kepada pihak lain (nasabah)
untuk melaksanakan sesuatu yang dituangkan ke dalam
suatu dokumen Memorandum of Understanding; dan
(3) akad adalah transaksi atau perjanjian syar7 yang
menimbulkan hak dan kewajiban serta merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Line Facility.

Ketentuan Line Facility tentang akad adalah: (1)
Line facility boleh dilakukan berdasarkan wad dan
dapat
tertentu sesuai prinsip syariah; (2) akad yang digunakan
dalam pembiayaan tersebut dapat berbentuk akad
Muribabah,  Istishna, — Mudhbirabah, — Musydrakah,
dan Jjdrah; (3) penetapan margin, nisbah bagi hasil
dan/atau fee yang diminta oleh LKS harus mengacu
kepada ketentuan-ketentuan masing-masing akad
dan ditetapkan pada saat akad tersebut dibuat; (4)
LKS hanya boleh mengambil margin, bagi hasil dan/

digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan

atau fee atas akad-akad yang direalisasikan dari Line
Facility; (5) fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang Murdbahah, Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/
IV/2000 tentang Jual Beli /stishna’, Fatwa DSN No. 07/
DSNMULI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhirabah
(Qirddh), Fatwa DSN No. 08/DSN -MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Musydrakah, Fatwa DSN No. 09/
DSNMULI/IV/2000 tentang Pembiayaan Jjidrah berlaku
pula dalam pelaksanaan akad-akad pembiayaan yang
mengikuti Line Facility.

%7 Lihat al-Md'dyir al-Syariyyah, (Bahrayn: Hay’at al-Muhésabah
wa al-Murija’ah li al-Mu’assasah al-Méliyah al-Islimiyyah, 2006), h.
131-153.



Bisnis dengan Akad Ju‘alah

Akad judlah telah diatur dalam fatwa DSN No. 62/
DSN-MUI/XII/2007. Hubungan antara wad dengan
akad judlah terutma terlihat dalam ketentuan umum,
yakni bahwa yang dimaksud dengan ju 4/ah adalah janji
atau komitmen (i/tizdm) untuk memberikan imbalan
(reward/iwidh/jui) tertentu atas pencapaian hasil
(natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Ketentuan akad ju @lah adalah: (1) pihak /4 %/ harus
memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (muthlag
al-tasharruf) untuk melakukan akad; (2) objek ju dlah
(mahal al-'aqd/maj’iil bih) harus berupa pekerjaan yang
tidak dilarang oleh syariah; (3) hasil pekerjaan (natijah)
sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh
para pihak pada saat penawaran; (4) imbalan judlah
(reward/iwidh/ju’l) harus ditentukan besarannya oleh
J4’il dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
dan (5) tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di
muka (sebelum pelaksanaan obyek /u4/ah). Sedangkan
ketentuan hukumnya adalah: (a) imbalan /u 4/ah hanya
berhak diterima oleh pihak maj %/ lah apabila hasil dari
pekerjaan tersebut terpenuhi; dan (b) pihak /2 %/ harus
memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak
majul lah menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil
pekerjaan/natijah) yang ditawarkan.

Bisnis dengan MMQ

Akad musydrakah mutaniqishah (MMQ) telah diatur
dalam fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/X1/2008. Dalam
ketentuan umum dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan MMQ adalah Musydrakah atau Syirkah yang
kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu
pihak (sydrik) berkurang disebabkan pembelian secara
bertahap oleh pihak lainnya.

Hubungan antara wa d dengan MMQ terlihat dalam
ketentuan akad MMQ, yaitu: (1) akad Musyirakah
Mutaniqishab terdiri atas akad Musydrakahl Syirkah dan
Bay (jual-beli); (2) dalam Musydrakah Mutaniqishah
berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa
DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Musydrakah, yang para mitranya memiliki hak dan
kewajiban, di antaranya: [a] memberikan modal dan
kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad, [b]
memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang
disepakati pada saat akad, dan [c] menanggung kerugian
sesuai proporsi modal; (3) dalam akad Musyirakah
Mutaniqishab, pihak pertama (sydrik) wajib berjanji
untuk menjual seluruh Aishshah-nya secara bertahap
dan pihak kedua (sydrik) wajib membelinya; (4) jual beli
sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai kesepakatan;
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(5) setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh bishshah
LKS beralih kepada syarik lainnya (nasabah).

Fatwa DSN-MUI yang di dalamnya terkandung
janji (wad) dapat dibedakan menjadi dua. Pertama,
janji yang secara ecksplisit dinyatakan sebagai janji
yang disepakati dan bersifat mengikat. Hal ini dapat
dilihat dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/
IV/2000 tentang pembiayaan murdbahah. Lebih dari
itu, dalam fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/11/2005
tentang Line Facility dinyatakan bahwa wad adalah
kesepakatan atau janji. Dan dalam fatwa DSN No. 73/
DSN-MUI/XI/2008 tentang MMQ dinyatakan bahwa
sydrik wajib berjanji untuk menjual seluruh bishshah-
nya secara bertahap dan pihak kedua (sydrik lain) wajib
membelinya.

Di samping itu, keunikan lainnya adalah bahwa akad
judlah pada hakikatnya diakui sebagai wad. Dalam
fatwa DSN No. 62/DSN-MUI/XI1/2007 dinyatakan
bahwa juidlah adalah janji atau komitmen (iltizdm)
(reward)/ iwadh/ju’l)

tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan

untuk  memberikan  imbalan
dari suatu pekerjaan.

Kedua, janji yang secara eksplisit dinyatakan
sebaliknya, yaitu tidak mengikat dan berarti secara
hukum tidak wajib dipenuhi. Hal ini terdapat dalam
fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang
pembiayaan IMBT yang di dalamnya terdapat
pernyataan bahwa janji pemindahan kepemilikan
yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa@d yang
hukumnya tidak mengikat.

Penutup

Seperti dijelaskan Hanan binti Muhamamd Husayn
Jistaniyah bahwa iltizdm adalah term kewajiban yang
lahir karena pernyataan kehendak yang bersangkutan.
Sedangkan /uzim adalah term kewajiban yang lahir
karena ketetapan syariah, dan ghayr lizim adalah term
yang digunakan untuk akad yang mengandung hak
untuk dibatalkan secara sepihak. Oleh karena itu, wad
yang merupakan bagian dari rangkaian akad mu Gwadhir
dapat di-mulzim-kan dengan dua cara. Pertama, para
pihak sepakat dan dinyatakan secara eksplisit bahwa
wad yang dilakukan bersifat mengikat sehingga wajib
dipenuhi oleh pihak-pihak apabila sebab atau syaratnya
telah wujud atau terpenuhi. Kedua, pihak regulator/
otoritas membuat dan memberlakukan peraturan
perundang-undangan menyatakan bahwa wad yang
terdapat dalam rangkaian akad mu dwadhir dinyatakan
sebagai wad yang bersifat mengikat, sehingga pihak-
pihak diwajibkan untuk memenuhinya apabila sebab
atau syaratnya telah wujud/terpenuhi.

Penetapan wa d dalam rangakaian akad mu dwadhir
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sebagai wa d mulzim penting dilakukan dari dua sudut
pandang: (1) kepastian berbisnis (daf* al-gharar);
betapa kecewa pihak mustajir dalam akad IMBT yang
di dalamnya dijanjikan bahwa kepemilikan majir
akan dialihkan kepada mustajir pada saat tenggang
waktu 7jdrah berakhir dengan akad hibah. Tapi mujir
menolak menghibahkannya dengan alasan bahwa
wa'd bersifat tidak mengikat. Hal tersebut tentu saja
melahirkan ketidakpastian (gharar) bagi pihak-pihak,
terutama pihak mustajir; dan 2) ilustrasi ketidakpastian
(gharar) pada saat yang bersamaan juga berhubungan
dengan dharar yang harus diminimalisasi, atau bahkan
dihilangkan (al-dharar yuzél). Dharar tejadi karena ada
pihak yang dirugikan, padahal dalam berbisnis tidak
boleh merugikan pihak lain (/2 dharar wa la dhirir).[]
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